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ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahuan 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa yang Namanya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan
sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesawran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesawaran tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 1125); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352
Tahun 2024 tentang Stuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140
Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesawaran Nomor 02/PP.06.2-BA/1809/2026 tanggal 5 Januari 2026
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 661 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan Struktur, Standar Oprasional Prosedur, Daftar Identifikasi Informasi,
Tugas Wewenang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5
Januari 2026.



